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ABSTRAK

M Benny Satria/222013134/2019/Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel pada pemerintah provinsi sumatera
selatan. Data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian penerapan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel menunjukkan bahwa
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memang telah memberikan dampak yang positif
bagi pengelolaan keuangan sehingga kualitas keuangan bisa lebih dipertanggungjawabkan akan
tetapi seiring keberhasilan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang mesti diperhatikan lagi
yakni dari beberapa penemuan oleh BPK mengenai pengelolaan aset yang belum memadai,
kekurangan volume belanja modal, peraturan perundang-undangan dan kualitas sumber daya
manusia. Sehingga diharapkan dengan pencapaian prestasi (WTP) tidak ada temuan lagi dari BPK.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual.



ABSTRACT

M Benny Satria / 222013134/2019 / Analysis of the Application of Accrual-Based Accounting
Standards to the Government of South Sumatra / Public Sector Accounting.

The purpose of this study is to find out the application of accrual-based government accounting
standards in realizing accountable governance in the government of the province of South
Sumatra. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques are by
interview, observation and documentation. The data analysis method that will be used in this study
is qualitative and quantitative analysis. The results of the research on the application of accrual-
based government accounting standards in realizing accountable governance shows that accrual-
based government accounting standards have indeed had a positive impact on financial
management so that financial quality can be more accountable but along with these successes
there are still several obstacles that must be considered, namely from some findings by the BPK
regarding inadequate asset management, lack of capital expenditure volumes, legislation and the
quality of human resources. So that it is expected that with achievement (WTP) there will be no
more findings from the BPK

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Basis
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa
Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era
keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang
berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan
keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah
merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan
ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU
No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah
memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah.
Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi

sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.
Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas
dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,



melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara
periodik .

Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah
menetapkan standar akuntansi pemerintahan dengan basis akrual yang
ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010
sebagai pengganti dari peraturan pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005
tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Penerapan PP No. 24
tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan
amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17
Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka
digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual pada
pasal 36 ayat (1) Undang-Undang no. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, Dan adanya perubahan standar
akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju basis akrual ini akan
membawa dampak terhadap pengelolaan keuangan negara.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum
dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di
Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan
standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan
dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang
mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-
lambatnya Dalam 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2010 tentang
SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan
keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual
menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan
pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket
Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan
gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang
sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam
mengevaluasi kinerja.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar
akuntansi pemerintah berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.
Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera
menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar
akuntansi pemerintah berbasis akrual yang harus direalisasikan selambat-
lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang
No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan hal ini ditegaskan dalam

pasal 4 ayat (1) PP No. 71 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa



pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
dan standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh komite standar
akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan
peraturan pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan
dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

Mahsun (2006: 65) mendefinisikan standar akuntansi pemerintah
adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia
sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintah yang disebut
dengan SAP (standar akuntansi pemerintah). Pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelolah penyajian
laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan yang dimaksud tersebut
adalah peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar
akuntansi pemerintahan (SAP tahun 2005) yang sekarang telah dirubah
dan diganti menjadi peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71
tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP
2010).

Mahmudi (2010: 3) Mendefinisikan Pemerintah pusat maupun
daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang
terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan publik yang membutuhkan
informasi. Dengan itu tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan



dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya
yang dipercayakan kepadanya.

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah, yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat
(LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dalam rangka
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi.

Akrual basis merupakan penyandingan pendapatan dan biaya pada
periode disaat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut
diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual
selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat
jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis
akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atau kondisi keuangan
organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan
menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas. Lebi jauh
lagi, basis akrual mendukung penggunaan anggaran sebagai tekhnik
pengendalian.

Kas basis merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam
akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika
transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.
Dengan kata lain, akuntansi kas basis adalah basis akuntansi yang

mengakui pengaruh transaksi dan pristiwa lainnya pada saat kas diterima



atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan
pembiayaan.

Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan
akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan
disusun untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan suatu
instansi. Sehingga indikasi dari penyajian laporan keuangan yang relevan
adalah kualitas laporan keuangan yang disajikan dengan pengelolaan yang
relevan. Pengelolaan keuangan merupakan hal penting didalam kinerja
pemerintah, dimana dengan pengelolaan keuangan yang baik maka
anggaran pemerintah menjadi jelas baik itu pendapatan maupun belanja.
Dengan demikian pengelolaan keuangan ini harus dilaksanakan secara
transparansi dan akuntabel. Dan setelah adanya perubahan standar
akuntansi keuangan pemerintah dari basis kas menuju basis akrual ini
pengelolaan keuangan pun menjadi hal prioritas didalam Kkinerja
pemerintah, agar bisa meminimalisir kecurangan dalam transaksi
pengelolaan laporan keuangan.

Instansi pemerintah merupakan lembaga pemerintah dengan ikatan
organisasi yang memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada
lembaga tersebut. Instansi pemerintah dengan pelayanan publik dapat
menjadi indikasi baik atau buruknya pelayanan yang diberikan sehingga
instansi pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan yang bagus. Dalam
hal ini instansi pemerintah yang dipilih sebagai objek penelitian adalah

pemerintah provinsi sumatera selatan. Semua instansi pemerintah



diharuskan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual didalam menyusun laporan keuangannya termasuk pemerintah
provinsi sumatera selatan. Karena laporan keuangan yang di hasilkan dari
semua instansi pemerintah  bisa menjadi referensi untuk mengetahui
kualitas laporan keuangan. Sehingga menjadi tolak ukur pemerintah kota
maupun pemerintah daerah untuk mendapatkan opini wajar tanpa

pengecualian (WTP).

Tabel I.1
Opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Basis Kas Basis Akrual

2012 : Wajar Dengan Pengecualian | 2015 : Wajar Tanpa Pengecualian
(WDP) (WTP)

2013 : Wajar Dengan Pengecualian | 2016 : Wajar Tanpa Pengecualian
(WDP) (WTP)

2014 : Wajar Tanpa Pengecualian | 2017 :  Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP-DPP) (WTP)

Sumber: Hasil Wawancara, 2018



Tabel 1.2

Perbandingan Komponen basis Kas dengan basis Akrual

No. | Keterangan SAP Berbasis Kas Menuju | SAP Berbasis Akrual
Akrual
1. | Komponen laporan | Laporan keuangan pokok: Laporan Anggaran:
keuangan o
1. Neraca 1. Laporan realisasi
2. Laporan realisasi anggaran (LRA)
anggaran 2. Laporan perubahan
3. Laporan arus kas saldo anggaran
4. Catatan atas laporan lebih (SAL)
yang bersifat | Laporan Finansial:
opsional:
1. Laporan Kinerja 1. Neraca
keuangan (LKK) 2. Laporan
2. Laporan operasional
perubahan (LO)
ekuitas (LPE) 3. Laporan arus
kas (LAK)

4. Laporan
perubahan
ekuitas (LPE)

5. Catatan atas
laporan
keuangan
(CALK)

2. | Laporan realisasi | Diperlukan dalam rangka | Tetap diperlukandalam
anggaran memenuhi kewajiban | rangka memenuhi
pemerintah  yang diatur | kewajiban pemerintah
dalam perundangan yang diatur dalam

perundangan
3. | Laporan perubahan | Tidak ada laporan sendiri Laporan perubahan SAL

SAL

menyajikan secara
komparatif dengan periode
sebelumnya pOS-Pos
berikut:
1. Saldo anggaran
lebih awal
2. Saldo anggaran
lebih
3. Sisa lebih/kurang




pembiayaan
4. Anggaran
berjalan
5. Koreksi kesalahan
pembukuan tahun

tahun

sebelumnya  dan
lain-lain

6. Saldo anggaran
lebih akhir

Neraca

Akun ekuitas  disebut
sebagai ekuitas dana yang
terbagi:

1. Ekuitas dana lancar

2. Ekuitas dana
investasi

3. Ekuitas dana
cadangan

Tidak lagi disebut ekuitas
dana, hanya ekuitas yaitu

kekayaan bersih
pemerintah yang
merupakan selisih antara
aset  dan kewajiban

pemerintah pada tanggal
laporan. Saldo ekuitas di
neraca berasal dari saldo
ekuitas pada laporan
ekuitas.

Laporan arus kas

1.Disajikan oleh unit yang
mempunyai fungsi
perbendaharaan.

2. Arus masuk dan keluar
kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan dan
non anggaran.

1.Disajikan oleh unit yang
mempunyai fungsi
perbendaharaan

2.Arus masuk dan keluar
kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non
keuangan,pembiayaan dan
non anggaran.

Laporan kinerja | 1.Bersifat opsional Merupakan keuangan
keuangan/laporan ] ] pokok
operasional 2.Disusun  oleh er_l_tltas

pelaporan yang menyajikan

laporan berbasis akrual
Laporan perubahan | Bersifat opsional Merupakan laporan
ekuitas keuangan pokok
Catatan atas | 1.Disajikan secara sistematis | 1.Disajikan secara
laporan keuangan | setiap pos dalam | sistematis  setiap  pos
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LRA,Neraca,dan LAK harus | dalam LRA,Neraca,dan

mempunyai referensi | LAK harus mempunyai

silangdengan informasi | referensi silang dengan

terkait dalam catatan atas | informasi terkait dalam

laporan keuangan catatan  atas  laporan
keuangan

2.CaLK meliputi penjelasan
atau daftar terinci atau | 2.CaLK meliputi
analisis ataus nilai suatu pos | penjelasan atau daftar
yang  disajikan  dalam | terinci atau analisis ataus
LRA,Neraca,dan LAK nilai suatu pos yang
disajikan dalam
LRA,Neraca,dan LAK

Sumber:PemprovSumsel (Hasil wawancara,2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut bahwasannya selama penerapan
basis akrual pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu meraih predikat
wajar tanpa pengecualian berarti basis akrual memberikan dampak yang
yang positif terhadap standar pengelolaan keuangan, akan tetapi bukan
berarti dengan tiga kali berturut-turut meraih predikat pengelolaan
keuangan dengan wajar tanpa pengecualian tidak ada masalah yang
ditemui lagi, namun didalam laporan keuangan basis akrual tahun
2015,2016 dan 2017 masih terdapat beberapa kendala seperti Masih perlu
adanya penyesuaian dalam hal penganggaran, pegawai harus memahami
dalam penyusunan laporan keuangan, artinya pegawai mesti benar-benar
paham tentang standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual, maka

dari itu pihak pemerintah juga harus memberikan sosialisasi tentang basis
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akrual kepada staf pegawai keuangan seluruh instansi dan juga selalu
melakukan training bagi para pegawail. Untuk itulah penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul <“Analisis Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah Penerapan Standar

Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan
memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:
1. Bagi Penulis
Penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang analisis
Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.
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2. Bagi Instansi Terkait
Diharapkan penelitian ini sebagai bahan tambahan ataupun
masukkan mengenai bagaimana Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan acuan didalam
menambah ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian

selanjutnya.
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